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Abstrak
 

Pasar modal adalah wahana yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak yang ingin

menempatkan dana. Pihak yang memerlukan dana adalah Perusahaan atau Dunia Usaha untuk melakukan

kegiatan usaha dan ekspansi, sedang pihak yang ingin menempatkan dana adalah investor dengan tujuan

agar dana yang dimilikinya menjadi lebih produktif. Dalam perkembangan selanjutnya, Pasar Modal

mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana

investasi yang menarik bagi masyarakat pemodal Didalam kegiatannya, ada beberapa tindakan yang dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana pasar modal. Kejahatan yang diatur dalam Undang-

Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkaitan dengan transaksi efek dan dilarang oleh

Undang-undang pada intinya terdapat 3 (tiga) kelompok yaitu; Penipuan, Manipulasi Pasar, dan

Perdagangan Orang Dalam. Manipulasi pasar tidak lain menciptakan gambaran semu atau menyesatkan

terhadap harga dan aktivitas perdagangan-yang dapat mengakibatkan kegoncangan di pasar modal.

 

Salah satu sasaran yang dirumuskan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 adalah

meningkatkan kepastian hukum di bidang pasar modal. Untuk meningkatkan kepastian hukum di pasar

modal, salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah peningkatan penegakan hukum terutama penegakan

hukum terhadap tindak pidana pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan pemodal yang mana

merupakan aspek yang sangat panting bagi pengembangan industri efek nasional.

 

Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan

pembinaan atas pasar modal. Salah satunya yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal diberikanlah wewenang khusus sebagai penyidik bagi pejabat pegawai

negeri tertentu di lingkungan Bapepam. Mereka inilah yang dalam praktek sering disebut Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) atau Polisi dengan keahlian Khusus (Polsus), yang memang dimungkinkan oleh

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 6 ayat (1) huruf b dari

KUHAP menentukan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus oleh

Undang-undang untuk menjadi penyidik.

 

Dalam melakukan pemeriksaan, terdapat norma-norma yang disebut dengan norma pemeriksaan, yang

diatur dalam Bab III PP No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, yang

terdiri dani_ (1) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pemeriksa, (2) norma pemeriksaan yang

menyangkut dengan pelaksanaan pemeriksaan, dan (3) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan para

pihak yang diperiksa.

 

Dalam praktek, penanganan kasus-kasus pasar modal, jarang sekali pihak kepolisian selaku koordinator,

https://lib.ui.ac.id/detail?id=88889&lokasi=lokal


memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik bapepam, biasanya mereka hanya memberikan bantuan

dalam tingkatpenyidikan ini hanya sepanjang menyangkut tindakan polisionil, seperti, penangkapan,

penggeledahan. Begitu juga halnya didalam subsistem penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan didalam

penanganan tindak pidana pasar modal mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan

pihak Bapepam sebagai self regulator pasar modal dan aparat penyidik tindak pidana pasar modal untuk

menggunakan sanksi administratif kepada para pihak yang melakukan tindak pidana pasar modal, dengan

alasan efisiensi dan edukatif, meskipun sebenarnya pihak Bapepam dapat meneruskan perkara yang

ditanganinya melalui sarana penal.


